
SALINAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NIAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS 

NOMOR 22 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Nias, perlu dilakukan 

peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara 

negara; 

b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan 

penyelenggara negara di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan 

pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Nias tentang Pembentukan Satuan 

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 

2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 
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Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan J i w a Korps dan Kode Et ik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 

9. Peraturan 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718); 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 671); 

12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 

2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 906); 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 1153); 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); 

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum 
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Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236); 

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 786); 

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor : 343/PW.01-SD/10/2022 tanggal 

20 Mei 2022 perihal Pembentukan Satuan Tugas 

Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022; 

2. Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sumatera Utara Nomor : 296/PW.01-SD/12/2022 

tanggal 09 J u n i 2022 perihal Pembentukan Satuan 

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

KPU Kabupaten/Kota; 

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Nias Nomor : 65/PW.01-

BA/1204/2022 tanggal 09 J u n i 2022 tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Nias Tahun 2022. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

NIAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias 

Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KEDUA 
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KEDUA 

KETIGA 

: Tugas, wewenang dan fungsi Satuan Tugas Unit 

Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I I Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

penetapan keputuspn ini akan dilakukan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Gido 
pada tanggal 09 J u n i 2022 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NIAS, 

Ttd 

FIRMAN MENDROFA 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NIAS 
NOMOR : 22 TAHUN 2022 
TENTANG 
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT 
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS 
TAHUN 2022 

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 

No Nama Jabatan 
Kedudukan 
Dalam Tim 

1 Firman Mendrofa 
X X X X X X L A . X X X f i . V / l X \ i i l V ^ l l A 

Ketua KPU Kab Nias Pensarah 
X V l l W t i l ( A l l 

2 Elisati Zandroto Anggota KPU Kab. Nias Pengarah 

3 Iman Murni Telaumbanua Anggota KPU Kab. Nias Pengarah 

4 Sitori Mendrofa Anggota KPU Kab. Nias Pengarah 

5 Dedi Kurniaman Bate'e Anggota KPU Kab. Nias Pengarah 

6 John Hitler Saragi Sekretaris KPU Kab. 
Nias Ketua 

7 Andiy Putra Aulia Siregar Kasubbag Hukum dan 
SDM Sekretaris 

8 Saiful Anwar Limbong Kasubbag Keuangan, 
Umum dan Logistik Anggota 

9 Iwan Lestari Lahagu 

Kasubbag Teknis 
Penyelenggaraan 

Pemilu, Parti si pasi dan 
Hubungan Masyarakat 

Anggota 

10 Niko Aristian Pangihutan 
Girsang 

Kasubbag Perencanaan, 
Data dan Informasi Anggota 

Ditetapkan di Gido 
pada tanggal 09 J u n i 2022 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NIAS, 

Ttd 

FIRMAN MENDROFA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
M K - W C ^ NIAS 
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LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NIAS 
NOMOR : 22 TAHUN 2022 
TENTANG 
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT 
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS 
TAHUN 2022 

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI KEANGGOTAAN PADA UNIT 
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 

I . Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi : 
a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, 

laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran 
KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS; 

b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan 
pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui 
Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan 
status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; 

c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan 
Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU; 

d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan 
Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, 
PPK, PPS dan KPPS; 

e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini; 

f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi 
yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; 

g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau 
setiap Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan 
penerapan program pengendalian Gratifikasi dan; 

h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh 
setiap Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga. 

I I . Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi : 
a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di 

Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; 
b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU 

dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan 
KPPS; 

c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi; 
d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi; 
e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek 

pelaporan penerimaan Gratifikasi; 
f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan 

Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak 
atau busuk. 
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g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, 
PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG 
KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi; 

h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari 
Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan 
KPPS; 

i . Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan 
kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi 
pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di 
Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; 

j . Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG. 

Ditetapkan di Gido 
pada tanggal 09 J u n i 2022 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NIAS, 

Ttd 

FIRMAN MENDROFA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NIAS 
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